
BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses penyusunan tahun 2024, Organisasi Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam RKPD tahun anggaran 2024. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2024. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteraktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2024 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah,  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Angaran 2024 sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut 
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
	NO
	URAIAN
	PLAFON ANGGARAN
(Rp)

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Belanja Operasi
	1.680.850.205.580,00

	
	Belanja Pegawai
	1.033.299.710.047,00

	
	Belanja Barang-Jasa
	523.839.971.413,00

	
	Belanja Bunga
	0,00

	
	Belanja Hibah
	123.087.318.120,00

	
	Belanja Bantuan Sosial
	623.206.000,00

	2
	Belanja Modal
	167.075.974.919,00

	
	Belanja Modal Tanah
	0,00

	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	45.428.286.619,00

	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	51.817.854.000,00

	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
	48.475.330.000,00

	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	21.259.841.800,00

	
	Belanja Modal Aset Lainnya
	94.662.500,00

	3
	Belanja Tak Terduga
	3.000.000.000,00

	4
	Belanja Transfer
	361.763.633.161,00

	
	Belanja Bagi Hasil
	21.424.915.480,00

	
	Belanja Bantuan Keuangan
	340.338.717.681,00

	
	TOTAL
	2.212.689.813.660,00


Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 1.033.299.710.047,00 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 123.087.318.120,00 kepada lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 623.206.000,00. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar
 Rp. 523.839.971.413,00 berupa belanja barang dan jasa. Belanja Modal dialokasikan sebesar           Rp. 167.075.974.919,00. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 361.763.633.161,00.
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